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GLOSSARIUM

Konstruksi ideal adalah suatu konstruksi yang didambakan, yang terbaik,
sebagai suatu teladan dalam hal kebijakan institusi negara terhadap putusan

pengadilan berkekuatan hukum tetap.

Kebijakan adalah serangkaian tindakan strategis dalam suatu institusi negara
yang dituangkan dalam bentuk peraturan (regels), keputusan atau ketetapan
(beschikkings), tindakan administrasi pemerintahan dan/atau diskresi dalam

rangka mencapai suatu tujuan tertentu.

Institusi negara adalah Kepresidenan, Kementerian Keuangan, Kementerian
Pertahanan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian
Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Tentara Nasional

Indonesia, dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut.



xliii

4) Putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap adalah putusan Pengadilan
Negeri dalam perkara perdata, yang diterima oleh kedua belah pihak yang
berperkara, putusan perdamaian, putusan verstek yang terhadapnya tidak
diajukan verzet atau banding; putusan Pengadilan Tinggi yang diterima oleh
kedua belah pihak dan tidak dimohonkan kasasi; dan putusan Mahkamah

Agung dalam hal kasasi.
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